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SALINAN

L

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 32 TAHUN 2024

TENTANG

PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN OPSEN
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN BENTUK SINERGI
PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA

Menimbang :

Mengingat

KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BENGKULU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 113 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35
Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor
dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan
Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor
dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023_
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggfantl
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4;{,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat da‘n
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4), Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023
tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah da.n
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan
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Menetapkan:

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

S.  Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun
2023 tentang Pajak Daecrah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Dacrah Provinsi Bengkulu Tahun 2023
Nomor 7);

MIEMUTUSKAN:
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMUNGUTAN
OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN OPSEN
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN
BENTUK SINERGI PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN
BERMOTOR.
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi
Bengkulu.

3. Provinsi adalah Provinsi Bengkulu.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah

kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan Undang-Undang, dengan  tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk  keperluan Daerah  bagi

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang
secara nyata mempunyal suatu hak atas Bun?i
dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi,

»

dan/atau memiliki, menguasal, dan/atau
memperoleh manfaat atas Bangunan. |
6. Pajak Kendaraan Bermotor Yyang selanjutnya

disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan

atau penguasaan kendaraan bermotor.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotcfr yang
disingkat BBNKB adalah Pajak atas:
milik kendaraan bermotor sebagai
akibat perjanjian dua pihak atau pff:f'buatan. sepihak
atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-
hibah, warisan, atau pemasukan ke

selanjutnya
penyerahan hak

menukar,

dalam badan usaha.
8 Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan

digunakan di
beserta gandengannya yang
w24 'e 1 : at atau kendaraan yang

digerakkan oleh peralatan

; . di air vang
g sy . peralatan lainnya yang

teknik berupa motor atau
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S untuk mengubah Suatu sumber  daya
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Opsen adalah s
persentase lt‘l‘l:::::ﬁm"“ tambahan Pajak menurul
oleh l«:ulﬂllmlw!/lncnulnI:ll:':*:Il I :}];HF;I - ”l!w”“k““
ketentuan peraturan p ol PHB scsual dengan
pt,tundnng-umlnngnn_
2,!;;:13111::;:1 li:;.:i:b:llmgu 1Kcntlurmm Bermotor yang
| ' sebul Opsen BBNKB adalah Opsen
T oo ceh abpaten/ kota atas pokoh
' e
il g ntuan peraturan perundang-
Penagihan adalah serangkaian tindakan agar
Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya
Penagihan Pajak dengan menegur  atau
memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika
dan sekaligus, memberitahukan surat paksa,
mengusulkan pencegahan, melaksanakan
penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan
menjual barang yang telah disita.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu
Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.
Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya
disebut SKPD adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang
terutang.
Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan
tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa
bunga dan/atau denda.
Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau
penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan
cara lain ke rekening Kas Umum Daerah melalui
tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebihan Bayar yang
selanjutnya disingkat SKPDLB adalah s'urat
ketetapan pajak yang menentukan jumlah kcleblhajn
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih
besar dari pada pajak yang terutang Alaw

seharusnya tidak terutang.
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BAB 11
DASAR PENGENAAN
Pasal 2
(1) Dasar pengeénaan opsen PKB merupakan PKB
tcrutang.
(2) Dasar pPengenaan opsen BBNKB merupakan BBNKB
terutang.

(3) Saat terutangnya Opsen PKB dan Opsen BBNKB
ditetapkan pada saat terutangnya PKB dan BBNKB.

(4) Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada nama,
nomor i1nduk kependudukan, dan/atau alamat
pemilik Kendaraan Bermotor di  wilayah
kabupaten/kota.

(5) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang
terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif
Pajak sebesar 66% (enam puluh enam persen)
dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(6) Pemungutan Opsen yang terutang dilaksanakan
atas pokok Pajak terutang bersamaan dengan
Pemungutan PKB dan BBNKB terutang.

BAB III
PENETAPAN, PEMBAYARAN, DAN PENYETORAN
Pasal 3

(1) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB
terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1) dan ayat (2) ditetapkan oleh gubernur di wilayah
kabupaten/kota tersebut berada dan dicantumkan
di dalam SKPD.

(2) Wajib Pajak Opsen PKB dan Opsen BBNKB

membayar Pajak terutang menggunakan SSPD
berdasarkan SKPD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1).

(3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
berupa dokumen penetapan dan pembayaran
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan mengenai sistem administrasi manunggal
satu atap kendaraan bermotor.

(4) Pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke kas Daerah

kabupaten/kota dilakukan bersamaan dengan
pembayaran PKB dan BBNKB ke kas Daerah

provinsi.
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(6) Penagi
glhan |
Sebagrfnmana dimaksud pacda ayat (5)

Opsen PKR dan, 4 sanksi  administratif atas
Peraturan par o 24 Opsen BBNKB sesuai dengan
¢rundangan undangan. .

(7)  Sanks; ini
St administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (6) bery
nilas st Opa bunga sebesar 1% (satu persen) per
st pSEfl terutang yang tidak atau kurang
ayar atau disetor, dihitung dari '
S ; ng dari tanggal jatuh
p pembayaran  sampai dengan tanggal
f::iembayarml, untuk jangka waktu paling lama 24
é lua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan
thitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan
menggunakan STPD.

(8) Dalam hal gubernur telah menerima pembayaran
atas Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5.], bagian Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB
disetorkan ke kas Daerah kabupaten/kota paling

lama 3 (tiga) hari kerja.

BAB IV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 4

(1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan
pembayaran PKB dan/atau kelebihan pembayaran
BBNKB kepada gubernur, pengembalian kelebihan
pembayaran PKB dan/atau BBNKB termasuk
memperhitungkan pengembalian kelebihan
pembayaran Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB.

(2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disetujui, gubernur
menerbitkan SKPDLB PKB dan/atau SKPDLB
BBNKB.

(3) Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) disampaikan kepada bupati/ wali kota, pada hari
penerbitan atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja
sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diterbitkan.
Gubernur mengembalikan kelebithan pembayaran

PKB dan Opsen PKB, atau BBNKB dan Opsen
BBNKB kepada Wajib Pajak berdasarkan SKPDLB
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 2
(dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

(4)
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(1)

(2)
(3)

(4)

(1)

BAB V
SINERGI PEMUNGUTAN DAN KERJASAMA
Pasal 5

Dalam rangka optimalisasi penerimaan PKB dan
BBNKB Pemerintah Provinsi bersinergi dengan
Pemerintah Kabupaten/Kota.

Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diwujudkan dalam bentuk kerja sama.

Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

meliputi:

a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data
dan/atau informasi perpajakan, perizinan,
serta data dan/ atau informasi lainnya sesuai
dengan Kketentuan peraturan perundang-
undangan,

b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan,;

c. pemanfaatan program atau kegiatan
peningkatan pelayanan kepada masyarakat,
khususnya di bidang perpajakan,;

d. pendampingan dan dukungan kapasitas di
bidang perpajakan; dan

e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan
aparatur atau sumber daya manusia di bidang
perpajakan.

Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dituangkan dalam perjanjian kerja sama dan

ditindaklanjuti dalam rencana kerja yang disepakati
bersama sesuai Ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB VI
REKONSILIASI PAJAK
Pasal 6

Gubernur bersama-sama dengan bupati/wall kota
dan bank tempat pembayaran PKB dan BBNKB
melakukan rekonsiliasi data penerimaan PKB dan
BBNKB serta Opsen PKB dan Opsen BBNKB setiap
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(2) Rekonsiligs;
S1 data sebg
_ gaimang
(1) paling sedikit mencocokkan S, [l
a. i
E Surat pemberitahuan pajak daerah:
+  Surat setoran Pajak daerah: |
(;. rekening koran bank dan
. dokumen penyelesaian kekurangan
Pembayaran Pajak dan pengembalian kelebihan
Pembayaran Pajak.
(3) Hasil

r'ellconsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditindaklanjuti  sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Ketentuan mengenai pemungutan opsen pajak
kendaraan bermotor dan opsen bea balik nama
kendaraan bermotor dan bentuk sinergi pemungutan
pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama
kendaraan Bermotor yang diatur oleh peraturan
Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal S Januar

2025.

Pasal 8
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal di
undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerntahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 17-12-2024
Plt. GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. ROSJONSYAH
Diundangkan di Bengkulu

pada tanggal 17-12-2024
Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

ttd.
H. HARYADI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

HENDRFDONAN, S.H..M.H
Pembina Tk. I
NTP. 19750825 200502 1 005
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